PERATURAN PEMERINTAH
tentang
PEMBERIAN GANDJARAN DAN SEBAGAI

tgl. 6 Pebruari, diund. pada tgl. 8 Pebruari 1957
dalam L.N. No. 11/1957).

NJA KEPADA DAERAHN,

(P.P. No. 4 th. 1957,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. h:zgnfls. dan 9 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembarap.
Negara tahun 1956 No. 77);

b. pasal 1 ajat (1) dan (2), pasal 2 dan pasal 73 Undang-undang tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957
No. 6);

c. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-53 pada tangga]

15 Djanuari 1957,

Memutuskan:

Menectapkan :

Peraturan Pemerintah tentang pemberian gandjaran, subsidi
dan sumbangan kepada daerah.

BAB L
GANDJARAN.
Bagian 1L

Ketentuan umum,
P. 1. (1) Untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah oleh Daerah, kepada
dacrah diberikan gandjaran jang dibebankan atas anggaran keuangan Negara.
(2) Gandjaran terbagi atas tiga djenis jaitu :

a. Gandjaran jang berhubungan denpan hewadjiban untuk menjelenggarakan
tugas Pemerintah,

b. Gandjaran jang berhubungan dengan dan pada saat penjerahan tugas
Pemerintah mendjadi urusan rumah-tangga dacrah sesudah mulai berlakunja
Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, (L.N. 6/57)

¢. Gandjaran jang berhubungan dengan tugas Pemerintah jang telah mendjadi
urusan rumah-tangga daerah, jang penjelenggaraannja melebihi kekuatan

Keuangan dacrah, sungguhpun telah ada Undang-undang Perimbangan
Keuangan 1957,

P. 2. (1) Gandjaran diberikan dengan memperhatikan biaja untuk penje-

lenggaraan oleh daerah itu, dalam hal mana kekuatan keuangan daerah tidak
dipertimbangkan,

(2) Djumlah gandjaran ditetapkan tiap-tiap kali untuk satu tahun.
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Bagian 1I.

Gandjaran jang berhubungan dengan kewadjiban untuk
menjelenggarakan tugas Pemerintah,

F. 3, (1)dehelum kewadjiban  untuk pcnjelenggaraan sesuatu tugas
pemerintah diberikan kepada dacrah, Menteri jang bersangkutan mengirimkan
ichtisar perintjian biaja jang diperlukan kepada Menteri Dalam Negeri serta
salinannja kepada Menteri Keuangan dan Panitia Negara Perimbangan Ke-
uangan.

(») Ichtisar ini memuat :

a. perintjian perhitungan biaja untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah itu,
p. perintjian biaja mengenai masing-masing daerah,
c. djumlah gandjaran jang direntjanakan untuk diberikan kepada masing-

masing daerah [6 (3), 13]

P. 4. (1) Tentang ichtisar dimaksud dalam pasal 3, Menteri Dalam Negeri
sctelah mendapat pertimbangan dari Panitia Negara Perimbangan Keuangan,
bermusjawarat dengan para Menteri termaksud dalam pasal tersebut mengenai
gandjaran jang akan diberikan kepada masing-masing daerah.

(2) Berdasarkan persesuaian jang didapat, Menteri Dalam Negeri membuat
rentjana keputusan Pemerintah tentang pemberian gandjaran itu.

(3) Keputusan Pemerintah tentang pemberian gandjaran ditandatangani
oleh para Menteri termaksud dalam pasal 3.

Bagian TIIL
Gandjaran jang berhubungan dengan dan pada saat penjerahan tugas
Pemerintah mendjadi urnsan rumah-tangga daerah sesudah mulai ber-
lakunja Undang-undang Perimbangan Keuwangan 1957,

P. 5. (1) Djika penjerahan sesuatu tugas Pemerintah mendjadi urusan
rumah-tangga dacrah sesudah saat mulai berlakunja Undang-undang Perim-
bangan Keuangan 1957 dan penjerahan ini dilakukan pada tanggal 1 Djanuari
dari sesuatu tahun anggaran, maka gandjaran kepada daerah jang bersangkutan
diberikan didalam tahun anggaran itu,

(2) Dijika penjerahan sesuatu tugas Pemerintah mendjadi urusan rumah-
tangga daerah sebagai termaksud dalam ajat (1) dilakukan pada sesuatu saat
dalam tahun anggaran, maka gandjaran diberikan kepada daerah jang ber-
sangkutan mengenai sisa tahun anggaran itu serta mengenai tahun anggaran
berikutnja.

(3) Gandjaran akan diberikan dengan memperhatikan biaja untuk penje-
lenggaraan oleh daerah, dalam hal mana kekuatan keuangan daerah tidak
dipertimbangkan. (13)

P. 6. (1) Sesudah djangka waktu termaksud dalam pasal § ajat (2), gan-
djaran dapat diberikan dalam hal tugas Pemerintah jang diserahkan mendjadi
Urusan rumah-tangga daerah melebihi kekuatan keuangan daerah jang ber-
sangkutan,

(2} Dalam hal dimaksud dalam ajat (1), ketentuan dalam pasal 9 berlaku.
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(3) Djika sesudah djangka waktu termaksud dalam pasal 5 a'jat (2), tugas
jang diserahkan ternjata masih melebihi kekuatan keuangan kebanjakan daerah,
maka menjimpang dari ajat (1) hal ini diperhatikan dalam menetapkan bagiap
untuk daerah dari sumber pendapatan tersebut dalam pasal 3 ajat (2) dap
pasal 5 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957.

P. 7. (1) Secbelum kewadjiban untuk penjelenggaraan sesuatu tugas Peme.
rintah diberikan kepada daerah, Menteri jang bersangkutan, dalam hal ter.
maksud dalam pasal 5, mengirimkan ichtisar perintjian biaja jang diperlukan
kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannja kepada Menteri Keuangan dap
Panitia Negara Perimbangan Keuangan.

(2) Ichtisar ini memuat :

a. perintjian perhitungan biaja untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah ity,

b. perintjian mengenai masing-masing daerah,

c. djumlah gandjaran jang direntjanakan untuk diberikan kepada masing.
masing daerah.

P. 8. (1) Tentang ichtisar dimaksud dalam pasal 7, Menteri Dalam Negeri
setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Negara Perimbangan Keuangan
bermusjawarat dengan para Menteri termaksud dalam pasal tersebut mengenai
gandjaran jang akan diberikan kepada masing-masing daerah.

(2) Berdasarkan persesuaian jang didapat, Menteri Dalam Negeri membuat
rentjana keputusan Pemerintah tentang pemberian gandjaran itu.

(3) Keputusan Pemerintah tentang pemberian gandjaran itu ditanda-tangani
oleh para Menteri termaksud dalam pasal 7.

Bagian 1V.

Gandjaran jang berhubungan dengan tugas Pemerintah jang telah mendjadi
urusan rumah-tangga daerah, jang penjelenggaraannja melebihi kekuatan
keuangan daerah, sungguhpun telah ada Undang-undang
Perimbangan Keuangan 1957.

P. 9. Apabila Menteri Dalam Negeri berpendapat, bahwa kewadjiban jang
telah diserahkan mendjadi urusan rumah-tangga daerah melebihi kekuatan
keuangan daerah itu, maka Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertim-

bangan Panitia Negara Perimbangan Keuangan mengambil keputusan tentang
pemberian gandjaran dimaksud. [6 (2)]

BAB IL

SUBSIDI.

P. 10. (1) Untuk memperoleh subsidi termaksud dalam pasal 8 Undang-
undang Perimbangan Keuangan 1957, daerah mengadjukan permintaan jang

beralasan dan diperintji kepada Menteri Dalam Negeri serta salinannja kepada
Panitia Negara Perimbangan Keuangan.

(2) Permintaan termaksud dalam ajat (1) harus disertai :
a. perhitungan djumlah pengeluaran untuk urusan jang dimintakan subsidi,
b. perhitungan djumlah subsidi jang diminta.
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p. 11. Tentang permintaan tersebut dala;

) ' ™ pasal 10, Menteri g
setelah mendapat pertimbangan Panitia Negara Perimbangan KCUar:::; Iice!eri
ng-

ambil keputusan tentang pemberian subsidj beserta Penentuan djumlahnija :

BAB 11

SUMBANGAN.
p. 12. (1) Dijika anggaran keuangan sesu

an, Menteri Dalam Negeri memeriksa apakah kekurangan jtu dapat dituty
dengan lebih menghemat dan/atau dengan menambah penerimaan : !
(2 Diika sesudah pemeriksaaan termaksu |

atu daerah menjatakan kekurang.-

|

Dalam ;

Negeri setelah mendapat pertimbangan Panitia Negara Perimbangan Keuangan L

mengambil keputusan tentang pemberjap sumbangan beserta penentuan |
djumlahnja

BAB 1v.
P. 13. Gandjaran terketjuali jang dimaksud
dan sumbangan termaksud dalam peraturan
keuangan Kementerian Dalam Negeri.

dalam pasal 3 dan 3, subsidi
ini dibebankan atas anggaran

Ketentuan penutup,
P. 14, Peraturan Pemerintah
(ji. tgl. 8-2-1957)

Agar supaja dsb.

ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

PENDJELASAN (T.L.N. No. 1156).

Dalam pendjelasan mengenai pasal 7, 8 dan 9 Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957
telah dikemukakan dalam hal-hal mana dapat diberikan gandjaran, subsidi dan sumbangan.

Sebagai tambahan, dibawah ini menjusul pendjelasan chusus mengenai bab-bab dan]atau
pasal-pasal dimana perlu,

BAB I
GANDJARAN,

P. 1: Pemberian gandjaran kepada daerah dapat dibagi dalam 3 golongan, berhubung
dengan mana bab ini dibagi dalam 3 bagian.

Bagian 11 (Gandjaran jang berhubungan dengan kewadjiban untuk penjelenggaraan tugas
Pemerintah) dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah ini sebagai djaminan kepada daerah

&gar supaja djangan diadakan pemberian kewadjiban kepada daerah untuk menjelenggarakan
tugas Pemerintah dengan tidak

tjukup mempertimbangkan terlebih dahulu akan akibat-

akibat keuangannja dan kepada daerah tidak diberikan penggantian kerugian sepantasnja |
untuk penjelenggaraan pekerdjaan-pakerdjaan jang ditugaskan kepadanja, pekerdjaan-pekerdja-
an mana tidak termasuk dalam tugas biasa dari daerah.

Oleh sebab antara lain tingkatan kemadjuan berbagai daerah
mungkin djauh terbelakang dari daerah
dacrah baru ini belum lagi sanggup sepem
jang diserahkan mendjadi urusan Tum
dalam hal ini harus memberi pertolo
bagian 1V (Gandjaran jang berhubung
Tumah-tangga daerah, jang penjelengg
Pun telah ady Undang-

jang baru dibentuk,

jang telah lama ada, dan karena itu keuangan

thnja untuk membiajai penjelenggaraan kewadjiban

ah-tangganja dengan sebaik-baiknja, maka Pemerintah

ngan keuangan, Berhubung dengan ini maka diadakan

an dengan tugas Pemerintah jang telah mendjadi urusan

araannja melebihi kekuatan keuangan daerah, sungguh-
undang Perimbangan Keuangan 1957).
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) TENTANG GANDJARAN DSB.
PENDJELASAN PERATURAN PEMERINTAH .
an pada saat penjerahan tugas Pemerintah
al berlakunja Undang-undang Perimbangan
na pada saat penjerahan tugas Pemerintah mendjadi urusan

berlakunja Undang-undang Perimbangan - Keuangan 1957,
dengan segera menjesuaikan diri dengan

hubungan dengan d

b III (Gandjaran jang ber
et j daerah sesudah mul

mendjadi urusan rumah-tangga
Keuangan 1957) diadakan, kare
rumah-tangga daerah sesudah

i dapat
ki an daerah pada wmumnja belum lag : hjesu
eu:nﬁ beban I:Ialam« anggaran pengeluarannja. Oleh sebab itu diberikan waktu penje.
ks kepada daerah mengadakan tindakan-tindakan seperlunja

suaian untuk memberi kesempatan
buat menghadapi tambahan pengeluaran i
rian, bahwa pada pem

tu.
berian kewadjiban untuk penjelenggaraan
I) dan pada penjerahan tugas Pemerintah mendjadi urusan
h berlakunja Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957

(bagian III) djumlah biaja untuk keperluan ini jang telah ada dalam !Jerbag,al bagian darj
anggaran keuangan Negara tidak discrahkan kepada daerah,_ Eciapi djumlah i'nl diblokkir
dalam anggaran keuangan Negara, dan daerah dalam hal ini memperoleh djumlah jang

diperlukan sebagai gandjaran lang dibebankan atas anggaran keuangan Kementerian Dalam
kebaikannja, bahwa kemudian dapat diadakan penje.

Negeri. Dengan demikian ada pula
lidikan scbaik-baiknja, apakah djumlah jang disediakan bagi daerah atau pada saat pe-
njerahannja dapat dianggap tjukup.

P. 2: Udjud ajat (1) ialah, bahwa daerah tidak dapat mengharapkan gandjaran -sepenuhnja
menurut pengeluaran jang dilakukan, djika penjelenggaraan tugas dimaksud dilakukannja
dengan biaja berlebih-lebihan.

Berhubung pengeluaran pada hakekatnja dipengaruhi
lain-lain hal, maka dalam ajat (2) ditentukan bahwa gandjaran ditetapkan tiap-tiap Kkali

Selandjutnja diambil pendi
tugas Pemerintah (bagian I
rumah-tangga daerah sesuda

oleh gelombang konjunktur atau

untuk satu tahun,
Bagian 1L

Gandjaran jang berhubungan dengan kewadjiban untuk penjelenggaraan tugas Pemerintah.

P. 3: Dalam pasal ini ditentukan, bahwa djika penjelenggaraan sesuatu tugas Pemerintah
hendak diserahkan kepada dacrah, maka sebelum melakukan penjerahan itu Menteri jang
bersangkutan harus memperhatikan akibat keuangannja bagi daerah itu dan inisiatip wntuk
ini harus datang dari Menteri termaksud. Pemberian tugas tadi tidak perlu ditudjukan kepada
semua daerah, tetapi dapat djuga diserahkan kepada sesuatu atau beberapa daerah.

Selandjutnja, oleh karena Menteri jang terutama berkepentingan dalam hal ini, ialah:
a. Menteri dalam Negeri jang bertanggung-djawab terhadap Dewan Perwakilan Rakjat

mengenai djalannja pemerintahan didaerah.
b. Menteri Keuangan mengenai segi politik kevangan umum,
maka keterangan-keterangan harus dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri dan salinannja
kepada Menteri Keuangan, agar supaja bethubung dengan perianggungan-djawab mereka
perhitungan-perhitungan termaksud dapat ditelin Iebih landjut. Selain dari pada itu djuga
kepada Panitia Negara Perimbangan Keuangan diberikan salinan tersebut karena hal ini
diperlukan untuk mendasarkan pertimbangannja.

P. 4: Dengan ketentuan dalam ajat (2), bahwa rentjana keputusan Pemerintah dibuat
oleh Menteri Dalam Negeri dan karena itu mendjadi penanda-tangan pertama dari keputusan
Pemerintah itu, ditegaskan bahwa urusan daerah adalah pertama-tama tugas Menteri 'ini,
Menteri Dalam Negeri mengirimkan keputusan Pemerintah itu kepada Menteri Keuangan
dan Menteri jang bersangkutan uniuk ikut serta menanda-tangani.

Bagian 1II1.

Gandjaran jang berhubungan dengan dan pada saat penjerahan tugas Pemerintah mendjadi
urusan rumah-tangga daerah sesudah mulai berlakunja Undang-undang
Perimbangan Keuangan 1957,

d.P(‘;‘S dan 6: Dalam pasal ini diadakan perbedaan antara penjerahan tugas Pemerintah men-
Jﬂ'l urusan_ ruma?-tangga da_crah pada 1 Djanuari dari sesuatu tahun anggaran keuangan dan
penjerahan jang dilakukan didalam waktu tahun anggaran itu, Djangka waktu bagi daerah
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memberi kesempatan kepadanja untyk mengambi} tindakan

PEMERINTAN. TENTANG GANDJARAN Dsp,

. untuk “tindakan datam soal-soal

‘urangnja s i
» bahwa tugas bapy in b lmasja,

i bagi kebanjakan daer,
a
i ‘ ggaran pengeluarannja, sehingga Mmereka tldall:
{ menghadapinja dengan penerimaan biasa, m

aka pada waktu menentuka,
‘ 0 bagian dalam
_ﬁ{b&bagat sumber pendapatan untuk daerah, harug diperhitungkan pengeluaran jang bertambah

7. Oleh karena biaja penjelenggaraan sesuaty tugas Pe
P.ah- dimuat dalam anggaran keuang
daer:

3 5 s ? maka usul per-
ngan gandjaran jang akan diberikan sudah sewadjarnja dibuat oleh Menter] jang ber-

hmgkutnﬂ Selandjutojaditundjuk pada pendjelasan pasal 3.

n ;

.p. 8 Lihat pendjelasan pasal 4,

merintah jang diberik

an kepada
bcrsangkutan,

Bagian 1v,
fjaran jang berhubungan dengan tugas Pemerintah
Gand a daerah, jang penjelenggaraannja melebihl keku,
tangs: telah ada Undang-undang Perimbang

jang telah mendjadi urusan rumah-
atan keuangan daerah, sungguhpun
an Keuangan 1957,

P. 9: Sebagaimana telah dinjatakan pada permulaan
] .ada kemungkinan bahwa daerah jang baru dibentu
“‘;ﬂb itu mungkin belum lagi mempunjai kesanggupa
‘sfmsan rumah-tangganja, 2 TN

Tentulah Menteri Dalam Negeri jang dalam hal ini bertanggung-
ambil inisiatip bagi pemberian gandjaran,

pendjelasan bab I, maka dalam hal
k terbelakang keadaannja dan oleh
n untuk membiajai penjelenggaraan

djawab, harus meng-

BAB IL

SUBSIDI.

P. 10 dan 11: Untuk penjelenggaraan pekerdjaan atau 'tindakan daerah j'ang sun:guhf::
tidak sangat mendesak, tetapi dipandang sangat perlu penjelenggaraannja z.niu umur P:man
djaan berhubung dengan akibat bentjana alam, daerah dapat mengadjukan pe mit A%
J idi. Djuga ada usaha-usaha tertentu dari daerah jang berfaedah pula un.luk Pemerintah,
5!113.51‘11- dJ gah memandang lajak meminta subsidi, Pemberian subsidi ini dilakukan dengan
se:jr;]sf:timiea;gkan kekuma;l keuangan daerah sedang inisiatip untuk itu harus selalu datang
m
dari daerah. PR

SUMBANGAN.

; isebabkan

P. 11: Walaupun telah ada Undang-undang Perimbangan Keuang:‘ﬂ rlnghﬂ'm::;: adiuz;a\

keadasn luar biasa mungkin, terdjadi bahwa hanggafaﬂ :::::f’:: p;:e:jualian Sl dol
. Fo ] m B

i : gan, sungguhpun hal ini seharusnja ; landjutnja

m.enundd]ulkkanukzikai?gndana Perimbangan Keuangan 1957 dan untuk pend]da;?:lu::];an]lg;f

E- - N i n .

:;:tcl:ila;;nmer;balja pendjelasan pasal 8 dari Undang-undang Perimbanga

P 1!- S b al ini, a ran keuangan d erah didjadi

- . € Elgaim:ma dinja(akaﬂ dalam pasq init, ngega £ aera ikan
. i

dasar untuk kem"ngkinan 'TlCmbErll an Eumban"an

BAB IV.

i i mengen
P. 13: Agar supaja didapat gambaran jang di:]asNegarng.
daerah jang dibebankan pada anggbaran ke:;:.lli‘sukkaﬂ pada satu Bagian dari anggar]:lcn

! sidi dan sumbangan i ri, Dalam anggaran ke-
l;lahwa g;.mldjaran»d Su;';’:“;laran keuangan Kementerian Dalam SN :«g::scndiri, dan berdasarkan
uacgam"u'l ahtpi ?ia -t?ap Bab dimaksud, harus ‘hadakan’l p(:iap-tiﬂp tahun  ditjantumkan
bcgiiin;:l l‘l;p:iang- u?: dang Perimbangan Keuangan 195

djumlah-djumlah tersebut.

ai semua pengeluaran untuk
dalam pasal ini ditentukan,
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